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SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN LOKALOLEH LEMBAGA
PEMGEKAJKATAN PANGAN OBATAN DAN KOSMETIKA(LF POM)
MUI SUMATERA BARAT

ABSTRAK

Indonesiz yang mayonins penduduknya beragame [slam sudah scyopyanya
mendapal perindungan bukum terhadap produk yang memiliki status halal (hafalan
Thoyyibak) untuk dikonsumsi, karena mengkonsumsi prodek halal merupakan suatu
kewajiban. Hal mi et kaitannya dengan sertifikasi halal spatu produk. Dalam hal ini
Lembaga Pengkajian Pangan, obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indoncsia (LP
POM MUE) memiliki peran yanp stratepis sehagai lembapa vang menpeluarkan sertifika
halal terscbut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: [) Ketentuan yang berkaitan
dengan sertifikasi halal produk pangan dalam perundang-undangan [ndonesia; 2
Prosedur pemberian sertifikasi halal oleh LP POM MUI Sumatera Barat terhadap produk
pangan lokal, apakah mencerminkan pengaturan yang terdapat pada ketentuan pangan; 3)
Kendala-kendala vang dihadapi aleh LP POM MUT Sumatera Barat dalam menjalankan
peran dan fungsinya. Dan penelitian lenmpkap bahwa sertifikasi halal produk merupakan
swaty anjuran yang bersifnt sukarela, yang berdampak pada mamknye peredaman
mzakanan-makanan yang masih dimgukan kehalalannya (Subhar), maupun makanan vang
mengandung 7l haram. Prosedur sertifikasi kehalalan produk pangan lokal olch LP POM
MU telah mampu mencerminkan pengaturan yang terdapat pada ketentuar pangan dan
dimana wjuannva sejalan dengan tujuan pembangunan nasional indonesia, Adapun
kendala vang dihadapi oleh LP POM MUI dilspangan terkait dengan belum adanya
ketemtuan yang mewajibkan sertifikasi halal ini vang berdampak kepada kurangnya
kemaoan pealake ussha entuk mensertibkasi halal produknya, disamping kendala-
kendala lainnya dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah vang digunakan penlis
adalah melalui pendekatan yuridis sosiolopis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan
data sekunder sehagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau
data lapangan. Untuk penyempumaan daita-data yang ada maka penulis melakukan
wawancara denpan nara sumber yaituy direktur, wakil dircktur, staft L' POM MUL Umat
Islam harus dilindungl dan mengkonsumsi pangan haram oleh karcna itu perlunya
kepastian hukum yang dapat menjamin kehalalan produk pangan tersebut agar konsumen
{mushm) tidak dikelabui dsn hendaknya pemenniah atau lembaga yang terkait lebih
intens dan sisiternik melskokan sosialisasi, binbingan mavpun penyuluhan kepada
berbiagai  clemen masyarskal khususnya pelaku usaha dan konsumen  terhadap
pengpunann bahan-bahan, zal-zal berbshaya (haram) demi kepentinpan dan keschatan
masyarakat.



BAB I

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dunia dewassa ini patut univk diacungkan
jempol, khususnya bidang perdaganpan dan perindustdan yuknd dengan adanya
clobalisesi  produks:, dimana komponen-komponen suatu barang tidak  lagi
dipoduksi secama sentral pada suatu pabrik', telapi tersebar diberbagai pabrik.
Schingga produk-produk yang diprodukst jenisnya lebih  wvariatif dan  sccara
ruantitatif jumlahnya jupa lebih banyak, baik prodok lokal maupun produk impor.
Semuanya berkompetisi untuk mendapatkan hatt konsumen.

Dengan memamurnya produk-produk teesebut tentunyva pihak Konsumen
mendapat keuntungan karena kebutubhannya secara materil terpenuht dan konsumen
dapat dengan lebibh muodah memilih jenis barang atou produk yang dibutubkan
scsual dengan keinginannya, Mamun disisi ain konsumen juga haros lehih selektif
dalam bal memilib-milih produk yang akan dikosumsi. Banyak informasi yang
harus dikelahei oleh konsumen ketika hendak membeli produk pangan, setidaknya,
ada delapan jenis informasi yang bisa diketabui dar label kemasan produk pangan.
vakni, nama produk, kandungan isi, wakto kedaluwarsa, kuantitos isi, identifikas:
asal produk, informasi giz, serbifikast halal atag label halal dan tanda-landa kualitas
lamnya, Informasi-informasi ind harus diperhatikan dengan telitl agar konsumen
tidak salah pilih dan merasa diropikan. Selain o, ada pula inlormasi vang tidak

baleh dicantumkan pada label kemasan, Informast it menyangkut hal-hal yvang

! Shidara, 2004, Hukum Peclindungor Nomemen brdonesio, P17, Grasindo, Skt hal 1§,



membingungkan konsumen. Namun informast lentang suatu cin khas vang dimiliki
sieh produk pangan sejenis, contobmya, tulisan fanpa zat pewarna untuk produk

vang memang dilarang menggunakan zal pewarna, bal ini boleh dicantumban,,

Indonesia yvang mavoritas penduduknyy berapama Islam sudah sevogvanya
mendapat  perlindungan  hukum terhadap produk vong memiliki staies  halal
Chalalantoyyibally untuk dikonsumsi, hal i crat kailaonya dengan masalah
sertifikast kebalalan produk, Menurut ajaran Islam meogkonsums: vanp halal, suci,
dan batk merupakan perintah agama dan hukumnya wajib, Dijelaskan dalam OS.
Al-Baqarah (2) : 168 yakm, “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) vang halal
dan baik yang terdapat dibumi, dan janpanlah kamu mengikoti langkah-langkah
svetan. Sesupppuhnya svetan ilu musuh yang nyata bagimu™.  Dijelaskan jupa
dalam Q5. Al-Maidah (5) : 88 * Dan makanlah makanan yang halal lagi baik vang
Allah rezkikan kepadarou, dan berlawagallah kepada Allah vang kamuo beriman
pada-Nya™ Jupa terdapat didalam Q5. An-Nabl {16) : |14 yang bunyinva “Maka
makanlah vanp halal lagi baik vang telah diberikan Allah kepadamu, dan svukurilah
nikmat Allah, jika kamu hanya Kepada-Nya menyembah™. Maka telal jelas baliwa
avat-ayat diatas menyatakan dengan tegas, mengkonsums: yang halal hekumava
wajib karcna merupakan perintah agama. Kemudian dalam schoah hadis juga
dinvatakan bahwa mengkonsumsi vang tidek halal menycbabkan segala amal
ibadaly vang dilakukan tidak akon diterima olch Allah SWT, sclengkapnva Hadis
vang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah vang bunyinya * Wahai wmat
manusia! Sesungpuhnya Allah adalab Thapis (haik), udak akan menerima kecuali
vang thavib (baik dan balal) dan Allah memerintahkan kepada orang vang beriman

segala apa yang ia perintahkan kepada para rasul?™.



Dart penjetasun tersebot maka telah jelaslah bahwa masalah halal dan haram
bagl wmat islam sangatlah urgen dan besar artinya, karena diterimanya suatu amal
ibaduh olch Allah  SWT sangat bergantung pada kebalalan segala apa yang
dizonsumsi. Oleh karena iu sudal sepatutnya kita schapai umat [slam untuk lebik
jel dan pedoli lagr dalam memilah-milah produk yvang kita konsumsi, salah satunya
dengan memperbatikan label/sertifikasi halal vang tertera pada kemasan produk.

Pada dasarnya setiap warga negara Republik Indoncsia dijamin hak
Konstitusionalnya oleh Undanp-undang Dasar Megara Republik fodonesia 1943
(UUL 1%43) seperts hak asasi manusia (ITAM), bak berapama dan beribadat, hak
mendapat perlindunpan hukum dan persamaan hak dan kedudukan di dalam hukum,
serla hak  untuk  memperoleh  kehidupan yang  layak  termasek hak  antuk
mengkonsumsi makanan, minuman dan menggunakan produk linnva vang dapat
merjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia,

Berkaitan dengan hal 1tu pemerintah telab mengator dalam hukum positf
[ndonesia dalam ULl Nemor 23 Tabun 1992 lentang Keschatan, LU Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perhindungan Konsumen, UL Nomor 7 Tahun 1996 Tentang
Pangan, ULl MNomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertermakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemeniniah Nomor 69 Tahun 1999
Tentang Label dan lklan Pangan, dan peraturan laioya vang terkait denpan masalah
ini. Bagaimanakah peraturan yang mengatur masalah kehalalan produk ini, Sanpat
iranis sekali jika pada masyvarakal yang notabenenya mayoritas beragama islam
namun peraturannya masih belum mampu mengakomedic kebutuhan masyvarakat
tersebut.  Karena pada dasaroya mengkonsumsi pangan yang berstatus halal

merupakan kebutuhan masyarakat yvang tidak bisa ditoleric lagi.
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Berdasarkan wraian diatas maka penulis terdorong untuk mengetabui febib
zuh mengenal pengaturan tentang selilikasi balal, keiterin sertilikast hadal terbadap
oroduk pangan lekal oleh Lembaga PenghajianPangan, Obat-cbatan dan Kasmetika
Marelis Ulama Indonesia (LP POM MUY Sumaters Barat scbagai sebuah institusi
vang menyatakan kehalalan soatu produk sesual denpgan sayarst |slam, proscdur
pemberian sertifikasi tersebut serta kendala-kendala apa saja yang ditemukan
difapangan eoleh LP POM MUl dalam menjalankan peran dan  fungsinya,
Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penclitizn
dengan mengangkat sebuah judul

"SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN LOKAL OLEH
LEMBAGA PENGHAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

(LP POM) MUI SUMATERA BARAT™.

B. Rumusan Masalah
Berkatan dengan latar belakang diatas dapat dirumoskan permasalaban
penclitiannya, antara lain :

|, Retentuan apa sma yang berkatan dengan sertifikast halal soatu produk
pangan dalam perundang-undanpan Indonesia?

2, Bapaimana prosedur pemberian serlilikasi halal oleh LP POM MUL
sumatera Barat terhadap produk pangan lokal, apakab mencerminkan
pengaturan yvang terdapat pada ketentuan pangan 7

3, Apa sya kendala yang dibadapt oleh 1P POM MU Sumatera Baral dalam

menjalankan peran dan fungsinya ?



BABL HI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan yang Berkaitan dengan Sertifikasi Halal Produl Pangan .

1. Pengaturan Umum

Pada dasamya setiap  wargs negara Republik Indonesia dijamin hak
Konstitusionalnya oleh Undang-undang Dasar Megara Republik Indonesia 1943
(LU 1943) seperti hak asash manusia (HAM), bak beragama dan beribadan, hak
mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan di dalaen hukam,
serta hak untuk memperoleh  kebidupan  yang layak  termasuk  hak  uniek
mengkonsums makanan, minwman dan menggunakan produk lainnya yang dapat
menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia, Seperti yang termakiub di dalam
paragraf’ ke empat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang sckalipus merupakan lupuan Nasional Bangsa Indoncsia yang
menyitpkan bahwa " untuk membentuk suate Permerintzhan Negara Indonesia
yvang melindungl segenap bangsa Indenesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut.....7, selanjutnya juga dinyatakan dalam pasal 27 ayal (2) vang bunyinya "lap-
tiap warps negara berhak stas pekerjaan den penghidupan vang layak bap!
kemanusisan”, Hak adalah kekuasaan untuk menuntut sesustn™ . Dengan demikian
kita mempunyai kekuassan untuk menuntel negara (pemerintah} membenkan

penghidupan yang lavak bapi kemanusizan dan salab satunya bak  untuk

M Deessy anwar, 2001, Kamns Lemkap Sohiose Inderests, Koea Abditama: Surabaya, Hal. 164
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mengkonsumsi makanan, minuman dan menggunakan produk keinnya untuk dapat
menjamin kualitas hidup dan kebidupan manusia {perlindunngan hukum).

Sgat  ini  perkembangan  dibidang  perckonomian,  perindustrian dan
perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai jenis variosi barang dan alou
jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping I dengan adenyn globalisasi dan
perdagangan bebas vang didukung oleh kemajuan teknolopi kemunikasi dan
informatika telah memperluas ruang gerak arus tansaksi barang den mau jasa
melintasi batas wilayah suatu negara. Dimana akses kita terhadap suatu barang/jas:
semakin terbuka lebar.

Namun fentunva Indonesia schagai nepara yang mayoerilas berpenduduk
muslim, penduduknya harus mendapatkan perlindungan terbadap haknya yakn:
dalam mengkonsumsi suata produk barus jelas status kehalalan produk terschut,
Karens masalah kehalalan merupakan masalah keyakinan vang wajib dipenuhi,
seperti yang termaktub di dalam Q8. Albagarsh: 168 yang bunyinya "Wahai
manusia makanlah vang halal lagi baik dun dari ape vang terdapat dibumi, dan
janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan sesunggubnya syctan iu adalah
musuh yang nyata bagi kamu”, Kemudian dalam Q3S, An Nahl @ 114 yang bunyinya
“aka makanlah yang halal lagi baik yang telah diberikan Allah kepadamu, dan
syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepadalNya menyembah”™ Maka teluh
jelas bahwa ayat-ayat dialas menyatakan dengan tegas, mengkonsumsi yang halal
hukumnya wajib kaens merupakan perintah agama. Sclanjulnya dalam hadis juga
menyatakan bahwa menpkonsumsi yang tidak halal menyebabkan sepals amal
ibadah vang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT (dirtwayatkan oleh

Muslim dar Abu Hurairuh)



BAB IV

reENUTUR

A. Kesimpulan

Beranjuh dari permasalahan yang diketengahkan dalum bab pertama dan melalui

penelitian peraturan perundang-undangan, dan beberapa literatur untuk melengkapi

data mengenai pokok masalah, maka penulisan ini sampal pada kesimpulan berikut:

L.

Ketentuan vang berkaitan dengan sertifikasi halal yakni pasal 30 avar 2 e
UL No, 7 Tahun 1996 Tentang Pangan yang menyatakan bahwa sertifikasi
halal bukanlah suatu ketentuan yang harus dipeouhi, melainkan suatu
anjuran (bersiful sukarela) tdak relefan jika dihubungkan dengan kondisi
mayaritas  penduduk  Indonesia beragama Islam, dimana produk yang
berstatus halal merupakan suste kebutuban. Karena masalah kehalalan
merupakan masalah keyakinan yang wajib ditaati (05, Albagarah: 168)
maka oleh karena itu peraturan tersebut perlu direvis,

Ada hubunpan korelasi antara tojuan sertifikasi balal produk pangan dengan
Pasal 3 a UU No 7 thun 1999 Tentang pangan yang menyatakan bahwa
tujuan pengaturan, pembinsan dan pengawasan pangan adalah tersedianya
pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, muly, dan gizi bag:
kepentingan keschatan manusia sementara juan diadukannya sertifikasi
halal adalah untuk memberikan kepastian terhadap konsumen mengenal
status halal suaty produk dimana menurut ajaran islam, Dalam hal ini

mekanisme sertifikasi halal produk pangan vang ditetapkan oleh LP POM



MUL telah mampu mencerminkan Ketentwm yang lerdapat dalam undang-
undang Pangan.

Ada beberapa faktor penvebab yang menjadi kendala dalam pelaksanoan
sertifikasi halal dilapangan vakni belum adanya peraturan yang tegas
lentang pelaksanaan ind, ketarbatassan firencial atau kewangan dari masing-
masing pihak, keterbatasan informasi atau belum maksimalnya sosialisasi

darl pemerintah atan instanst yang terkait

I3. Saran

Berdasrkan hasil penelitian vang dilakukan penulis memberikan saran sebagai

berikut -

1.

Lt

Umat Islam harus dilindungi dari mengkonsumsi paogan haram oleh karena
it perlunya kepastian hukum yang dapat menjamin kehalalan  produk
pangan terscbut, agar konsumen khususnve masyarakal Islam tidak lapi
dikelabui dan dirugikan.

Hendaknya pemerintah dan lembaga terkait lebih intens lapgl melakukan
sosialisasi, bimbingan maupun penyuluhan kepads pelakue usaha dan
konsumen terhadap penggunaan bahan, zat-zat berbahava dan haram antuk
dikonsums: serta dampaknyva buapi  kesehalang  monuesi,  Karena pada
dasarnya masyarakal Indonesia masib banyak vang tidak mengetahui
{awam) dengan informasi tentang hal tersebut, dan demi tersedianya pangan
vang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan dan

kesehatan manusia.

16



DAFTAR PUSTAKA

A, Buku dan Kamus

Amiruddoin, dkk. 2004, Pengantar Metode Penelitian Sk, cetakan Pertama, Jokana
I lkaja Garafindo.

Arvwar, Desi. 2001 Kamus Lengkap Babiasa Indenesia. Barve Abditama @ Surabava,

Asikin, Aamal dkk. 2003, Pengoantar Metode Pepelition fhooen, PT Raga Grafindo
Persada @ Jakarta.

Ashsola, Burhan. 2004 Medode Penelition Hutin, Jakarta: PT Riencka Cipta.

Farida, Yavuk B3, dikk. 2004, Peapaniar Pamgan don pizi. Ponebar Swadova @ Bogor.

Mertokusumo, Sudikoo, 1999, Hukeen Acarg Perdota Iedonesie Edisi Kelima,
Yopyakarta ! Liberni.

Mivw, Ahmadi. 2004, Huken Perfindungan Kensumen. U Raja Grafindo @ Jakarta,

Puji, Winiath, 2003, Merganter Perelition Hukan. Direktorat SKIY deputi [ BPOM ¢
lakarta.

Shirdata. 2006, Hukem Perlivdungern Kovnswmen Sedonesio, ' grasindo @ Jakarta,

Shofie, yusull 003, Pesvelesclan Senghote Keoswmen Menwrwr Undang-Undang
Perlindwmbfam Komsamen (UUPK), Teori dan Prakiek Pencpakon Hubar, 17T
Citra Aditia Bakin : Bandung.

Sidabalok, Junus, 2006, Hukwwr Periindunpan Konywmen i Indonesia, PT Cilra Additin
Bakti : Bandung.

Sockamto, Socione. 1986, Penganrar Penelitian Hufum, Ul-Press 5 Jakorta,

Sunpgonas, Bambang, 2005, Metede Penelition Hukum. PT Grafinda Persada @ Jakarta,



